
BUPATI GARUT,Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat  (1)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Daerah telah
menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

b.bahwa  sehubungan telah dibentuk Unit  Pelaksana Teknis
Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Garut  sesuai dengan Peraturan
Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas  Daerah dan Badan Daerah
Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4843);

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5879);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54
Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

13.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan

Secara Elektronik;
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Pasall
Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 1 - 2017

BUPATIGARUT,

ttd

RUDYGUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014
tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); ..." .„,; :-:t,,.,-,•;^--"^ --

17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah

>   (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

18.Peraturan Bupati  Garut  Nomor  27 Tahun 2016tentang
Kedudukan  dan  Susunan  Organisasi  PerangkatDaerah
Kabupaten   Garut   (Berita   Daerah   KabupatenGarut
Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR IS TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

^  DI LINGKUNGANJPEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

Menetapkan

ir*


